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Pendahuluan

Tindak pidana merupakan jenis perbuatan hukum yang termasuk dengan sanksi
rendah perlu diketahui biasanya perbuatan yang melanggar hukum yang relatif kecil dan
Penanganannya tindak pidana sering menimbulkan rintangan dalam menyelesaikan
sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Dalam hukum lalu lintas ada
undang- undang yang mengatur. Pertama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang jalan dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. sedangkan
penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas
secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakaan tilang.

Pelanggaran lalu lintas ialah Tindakan seseorang yamg mengendarai kendaraan
bermotor yang tidak mematuhi peraturan di jalan raya dalam hukum lalu lintas ada
undang-undang yang mengatur. Pertama undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
jalan dan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas,sedangkan
penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas
secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana efektivitas penegakan sanksi pidana

atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di
sidoarjo?
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Penelitian Terdahulu
• Dandy dwi prakoso,R Sugiharto,yang berjudul penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu

lintas di wilayah kepolisian tegal kota,hasil penelitian yang didapat bahwa penegakan sudah
sesuai regulasi perundang-undangan atau peraturan yang mengikat pembinaan,pencegahan
dan penegakan,hanya saja terkendala sarana dan prasarana untuk mengangkut para 
pelanggar lalu lintas.

• Andre R.Sumampow,yang berjudul penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu
lintas,hasil penelitian yang diperoleh yaitu penegakan peraturan lalu lintas yang baik
tergantung beberapa faktor yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari penegak hukum
sendiri,penjelasan tentang manfaat yang konkret dari peraturan tersebut serta perhatian dan 
penanganan yang lebih serius untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.

• Annisa Candra,yang berjudul upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran 
lalu lintas di kota Magelang,berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penegakan 
terhadap pelanggaran lalu lintas belum efektif karena faktor manusia akan kesadaran 
hukum,serta rambu lalu lintas yang tidak berfungsi

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dengan fokus pada 
efektivitas penegakan hukumnya yang telah diberlakukannya undang-undang nomor 22 Tahun
2009 Tentang lalu lintas.apakah sejak diberlakukannya undang-undang tersebut sudah efektif
penegakan hukum atas tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas.
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Metode
• Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan

pendekatan empiris

• Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum Primer meliputi :

• undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Bahan hukum Sekunder meliputi :

Jurnal, artikel, dan referensi buku yang berkaitan dengan isu yang diteliti

• Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yang merupakan sebuah 
analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang
bersifat khusus. 
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Hasil dan Pembahasan
PENEGAKAN HUKUM

• Dalam artian umum, definisi penegakan hukum adalah menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap 
setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan adapun juga definisi penegakan 
hukum menurut beberapa ahli soerjono soekanto (1983:3) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak 
sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

• Penegak hukum adalah suatu pihak atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan 
menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang 
mengatur keberadaan aparat penegak hukum. Penegakan hukum ada berbagai macam  lembaga, yaitu polisi , pengadilan, 
dan organisasi penegak hukum setempat , serta individu yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk 
menangkap dan mencegah penjahat dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat sebagaimana penegakan hukum. 
Dalam prosesnya , penegakan hukum memperhatikan beberapa faktor , seperti tujuan , tanggung jawab , dan sikap aparat 
penegak hukum
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• Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di sidoarjo

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo sangat beragam, mencakup infrastruktur

hukum, kinerja aparat penegakan hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Melalui

pembahasan ini kita menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo:

1. ketersediaan sumber daya: faktor ketersediaan sumber daya termasuk personel, peralatan, dan anggaran sangat

mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Sidoarjo. Dengan adanya sumber daya yang memadai,

penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

2. Kesadaran dan pendidikan masyarakat: tingkat kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas juga berperan penting.

Masyarakat yang lebih sadar akan aturan lalu lintas cenderung lebih patuh, sehingga memudahkan proses penegakan

hukum.

3. Penegakan hukum yang konsisten: konsistensi dalam penegakan lalu lintas juga merupakan faktor penting dikarenakan

penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas
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KEBIJAKAN YANG ADA DI KEPOLISISAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN:

Kebijakan kepolisian merujuk pada seperangkat aturan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan lembaga kepolisian untuk

mengatur tugas, dan tanggung jawab. Kebijakan kepolisian bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian bertindak

sesuai etika, profesionalisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan kepolisian merupakan landasan yang penting

dalam menjalankan fungsi kepolisian yang bertanggung jawab.

Berikut merupakan hasil wawancara dari bapak Iptu Sulaiman bagian satlantas Polresta Sidoarjo ada berbagai upaya yang

dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu:
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1. Melakukan sosialisasi terkait penanaman nilai dan aturan kepada masyarakat dan pelajar terkait pentingnya mengetahui 
tentang aturan-aturan lalu lintas dan agar mematuhi aturan lalu lintas sesuai dengan pasal Nomor 22 Tahun 2009 mengenai 
lalu lintas dan jalan.

2. Memberikan  edukasi dan kampanye keselamatan berkendara  sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi berupa 
himbauan kepada pengguna jalan agar selalu senantiasa menaati peraturan lalu lintas.

3. Melakukan pelaksanaan patroli jalan raya dan penjagaan terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

4. Upaya hukum represif(penindakan) merupakan tugas utama kepolisian dalam segi penindakan hukum. Penegakan represif  
yaitu kegiatan penindakan kepolisian dengan memberikan teguran maupun sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas. ini 
bertujuan untuk agar  pelanggar supaya jera terhadap apa yang telah diperbuat.

5. Sarana dan prasarana jalan: meningkatkan sarana dan prasarana seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan jalan

yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban berlalu lintas.
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KESIMPULAN

Penegakan hukum di Sidoarjo  khususnya dalam bidang lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan 
sumber daya, tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat, konsistensi penegakan hukum, dan kerja sama antarinstansi. 
Efektivitas penegakan hukum di Sidoarjo bergantung pada sejauh mana faktor-faktor tersebut diatasi dan 
dioptimalkan.Kebijakan kepolisian memainkan peran penting dalam menjalankan tugas secara profesional dan etis. Pihak 
kepolisian Sidoarjo, seperti yang diungkapkan oleh Iptu Sulaiman dari Satlantas Polresta Sidoarjo, telah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas, termasuk sosialisasi aturan, edukasi keselamatan berkendara, patroli, dan 
tindakan represif. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana jalan juga menjadi fokus untuk mengurangi pelanggaran lalu 
lintas.Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif di Sidoarjo membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik dari 
segi kebijakan, sumber daya, maupun partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama antar instansi.
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